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ABSTRAK
Nama : Jusmaniar
Nim : 10200107034
Semester : IX (Sembilan)
Fak / Jur : Syari’ah / Ekonomi Islam
Judul : Upaya Pemberdayaan Amil Zakat Yang Profesional Pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
Skripsi ini berjudul “Upaya Pemberdayaan Amil Zakat Yang Profesional
Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”. Salah satu alternatif untuk
memperbaiki ekonomi umat Islam adalah zakat Dengan pengelolaan zakat yang baik
dan bertanggun jawab, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat di
manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh kaum masyarakat. Untuk
itu di perlukan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggun jawab yang
dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dengan demikian dilakukan
penelitian untuk mengetahui upaya pemberdayaan Amil Zakat yang profesional pada
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
Dalam pengumpulan data, digunakan metode library research yaitu membaca
literature yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, selain itu digunakan
juga metode field research yaitu memperoleh data dari beberapa pengurus Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar. Data tersebut kemudian diolah dengan
menggunakan metode induktif dan deduktif.
Selanjutnya hasil penelitian tentang upaya pemberdayaan Amil Zakat secara
profesional pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar menunjukkan sudah
optimal dimana para Amil diberikan suatu pelatihan diklat, sehingga Amil zakat
sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas Badan Amil Zakat.
Dengan adanya pemberdayaan Amil Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ)
Kota Makassar maka para Amil Zakat dalam mengelola zakat mempunyai prinsip
amanah, professional, transparan dan bertanggunjawab.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam ajaran Islam zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam,
sehingga ia menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh
sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardu) atas setiap muslim yang telah
memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti
shalat, haji dan puasa yang telah diatur berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah Nabi
SAW. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang
dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.1
Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam
(termasuk  zakat) diatur oleh ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200
tanggal 28 februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri
masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan
bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Karena itu dalam pelaksanaannya
umat Islam mendayagunakan dana zakat yang berhasil dihimpunnya untuk
kegiatan-kegiatan keagamaan dan untuk membangun sarana ibadah dan
pendidikan Islam. Dengan demikian zakat diurus sendiri dan atas inisiatif dan
kesadaran masyarakat. Pengelolaan seperti ini tidak ditentukan adanya suatu
lembaga tertentu yang diserahi tugas untuk mengelola, zakat tidak memiliki
1 Mamluatul Maghfiroh., Zakat (Jakarta, PT Pustaka Insan Madani, 2007) h. 8
2bentuk dan mekanisme cara pengelolaanya baik dari segi pengumpulan maupun
dari segi pendistribusiannya, tidak adanya bentuk pertanggunjawaban dan sistem
pengawasan pengelolaannya.2
Dilain hal sebagai babak baru pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai
mendapatkan angin segar. Saat itu, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 38
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Salah satu alasan penerbit Undang-
Undang tersebut adalah karena DPR dan pemerintah menilai zakat sebagai salah
satu instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan. Undang-Undang ini
juga menjadi salah satu pemicu (triger) terus berkembangnya pengelolaan
lembaga zakat dengan pesat. Terlebih lagi Undang-Undang tersebut memuat
sejumlah pasal yang dinilai mendorong lembaga zakat dikelola secara
professional. Salah satunya adalah kewajiban pelaporan data keuangan lembaga
zakat kepada publik. Selain itu, pengelolaan zakat juga mulai diawasi, minimal
oleh Departemen Agama (Depag).3
Dalam Undang-undang tersebut telah melahirkan paradigma baru
pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan
secara professional dan harus ada pertanggung jawaban kepada masyarakat, dan
dilakukan oleh satu wadah tertentu yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk
pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dan lembaga Amil
2Departemen Agama RI, Standarisasi Manajemen Zakat (Jakarta: Direktur Pemberdayaan
Zakat, 2007), h. 10
3Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 2009),h.
24
3Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat. Selain itu pemerintah
dilibatkan sebagai regulator dan fasilator dengan suatu kewajiban memberi
perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan untuk
menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama maka pengelolaannya harus
disertai pengawasan dan pemberian sanksi kepada setiap pengelola yang
melakukan pelanggaran.4
Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya ayat 107 :
Terjemahannya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.”5
Sejalan dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan
manusia secara terus menerus, sebagai sebuah konstribusi yang berdayaguna dari
zakat yang dikumpulkan oleh para Amil, sebaiknya zakat tersebut dibagikan
secara merata kepada para mustahiq yang berhak menerimanya.
Dengan pengelolaan zakat yang baik dan bertanggun jawab, zakat akan
menjadi sumber dana yang potensial yang dapat di manfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh kaum masyarakat. Untuk itu di
4Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 11
5Departemen Agama., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syamil Cipta Media
2005), h. 508
4perlukan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggun jawab yang
dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.
Dalam pengelolaan ZIS terdapat beberapa prinsip yang harus di ikuti dan
ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan.
Dimana prinsip tersebut meliputi :
1. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya di lakukan
secara terbuka dan di ketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu di
lakukan agar sebagai pengelola zakat, dapat di percaya oleh umat.
2. Prinsip sukarela, berarti dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, BAZ
hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam
yang menyerahkan harta zakat dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau
cara-cara yang dapat dianggap sebagai unsur pemaksaan.
3. Prinsip keterpaduan, BAZ merupakan sebagai organisasi yang berasal dari
swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas fungsinya mesti dilakukan
secara terpadu di antara komponen-komponennya. Untuk itu, prinsip-prinsip
manajemen yang modern dan telah terbukti keampuhannya mesti diterapkan.
Seluruh komponen dalam organisasi BAZ dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada dibawah pengendalian pimpinan. Komponen-komponen di
bawah pimpinanya itu melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan
berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat
berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.
54. Prinsip profesionalisme, berarti dalam pengelolaan zakat harus dilakukan
oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan
lain sebagainya. Dan pengelola zakat juga dituntut memiliki rasa
kesungguhan dan rasa tanggun jawab dalam menjalankan tugasnya.
5. Prinsip kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari
prinsip keempat yakni prinsip profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip
profesionalisme pada gilirannya BAZ  diharapkan menjadi lembaga swadaya
masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.6
Sehubungan dengan pernyataan tersebut, hasil pengumpulan zakat, infaq
dan shadaqah dari masyarakat (umat Islam) itu kemudian di dayagunakan untuk
kepentingan masyakat yang tidak mampu dan berhak mendapatkan bagian dari
harta zakat (mustahiq). Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah tersebut harus
didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahiq. Selain itu, khusus bagi zakat
harta (mal), pendayagunaan zakat harus pula diorientasikan pada usaha-usaha
yang bersifat produktif.
Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat
produktifitas dimaksudkan agar mustahiq tidak dididik menjadi masyarakat yang
bersifat konsumtif. Ketika diberi harta dari zakat, maka mustahiq berpikir
6Djazuli, DKK., Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,
2002) h. 46
6bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu
pada saat pembagian zakat berikutnya ia tidak lagi menjadi mustahiq tetapi
muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).7
Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima’iyah, harus dikelola
dengan cara yang professional. Karena pengelolaan yang professional akan
meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.  Apalagi zakat memiliki fungsi
dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga
pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.8
Dengan demikian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif
tentang Upaya Pemberdayaan Amil Zakat pada Badan Amil Zakat, maka penulis
melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan menuangkannya dalam
bentuk skripsi, dengan judul “Upaya Pemberdayaan Amil Zakat Yang
Profesional pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”.
Adapun alasan penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi karena
penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan para Amil yang ada
di Badan Amil Zakat Kota Makassar.
7Ibid, Hal. 49
8Fakhruddin., Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press, 2008),
h. 267
7Adapun alasan penulis memilih BAZ kota Makassar sebagai tempat
penelitian karena selain tempatnya dekat penulis juga pernah melakukan survey
mengenai pemberdayaan Amil Zakat di Badan Amil Zakat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut,
maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana peranan Amil Zakat dalam pengembangan Zakat pada Badan
Amil Zakat di Kota Makassar?
2. Bagaimana  upaya pemberdayaan Amil Zakat menjadi Amil yang
professional pada Badan Amil Zakat Kota Makassar?
C. Pengertian Judul
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang
sebenarnya dari judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam
judul skripsi ini sebagai berikut :
a. Upaya adalah akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan
persoalan, mencari jalan keluar, dsb).9
b. Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.10
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III, Jakarta : Balai
Pustaka, 2002), h. 1250
10Ibid., h. 242
8c. Amil Zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan
dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran
atau distribusi harta zakat.11
d. Professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian
khusus untuk menjalankannya.12
Professional juga merupakan suatu predikat yang berhubungan dengan
pekerjaan yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya,
biasanya dinilai dengan standar mutu, kualitas dan kuantitas kerja.13
Sedangkan professional yang penulis maksud disini ialah suatu bentuk
keahlian penanganan dalam pemberdayakan Amil Zakat pada Badan Amil
Zakat (BAZ) Kota Makassar.
e. Badan Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang
bertugas untuk mengelola zakat.14
Dalam buku standarisasi manajemen zakat, disebutkan bahwa Badan Amil
Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh
pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
11Hikmat Kurnia & Hidayat., Panduan Pintar Zakat, (Cet. I, Jakarta) ., h. 142
12Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., h. 897
13Ibid. h. 789
14Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernisasi, (Malang : UIN-Malang Press, 2007),
h.  95
9ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.15
Dari beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan upaya pemberdayaan Amil Zakat yang professional pada
Badan Amil Zakat adalah ikhtiar untuk mencapai suatu cara yakni menciptakan
Amil yang profesional dibidangnya masing-masing sebagaimana Amil yang ada
di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang dimaksud dalam skripsi ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang dibahas sesuai dengan teori
yang ada dalam buku, hanya mengaku pada “Upaya Pemberdayaan Amil Zakat
Pada Badan Amil Zakat Kota Makassar”. Penulis mengemukakan beberapa
referensi sebagai berikut :
1. Mamluatul Maghfiroh, S. S. Zakat, pengurus BAZ dan LAZ harus memenuhi
persyaratan tertentu antaralain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi,
professional dan berintegritas tinggi. Agar system pengelolaan zakat bisa
berhasil, paling tidak harus ada ahli syariah di dalamnya agar tahu apa dan
bagaimana hukum zakat.16
15Depertemen Agama RI, Op. Cit., h.48
16Mamluatul maghfiroh, Op.Cit., h. 98
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2. Depertemen Agama RI, Standarisasi Manajemen Zakat, zakat jika dikelola
secara professional tentunya membutuhkan sumber daya manuasia yang
berkualitas dan dilakukan secara penuh waktu. Dengan demikian, maka amil
zakat akan menjadi sebuah profesi yang akan menyerap sejumlah tenaga kerja
produktif dan dapat mengurangi angka pengangguran.17
3. Prof. H. A. Djazuli & Drs. Yadi Janwari, M.Ag. Lembaga-lembaga
Perekonomian Umat (sebuah pengenalan), pengelolaan zakat, infaq dan
shadaqah harus profesionalisme dan dilakukan oleh mereka yang ahli
dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Selain
itu pengelola zakat, infaq dan shadaqah juga dituntut memiliki kesungguhan
dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Apabila pengelola
zakat, infaq dan shadaqah telah memiliki karakter seperti itu, maka pada
gilirannya BAZIS akan menjadi sebuah organisasi swadaya yang dapat
menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat guna dan berhasil guna yang
optimal.18
4. Fakhruddin, M.Hi, Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia, para petugas
zakat seharusnya mempunyai etika keislaman dan harus memenuhi syarat-
17Depertemen Agama RI, Op. Cit., h. 12
18Djazuli & Yadi Janwari, Op. Cit., h. 47
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syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain musim, jujur dan
mengetahui hukum zakat. 19
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui peranan Amil Zakat dalam pengembangan Zakat di
Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui system pemberdayaan Amil Zakat pada Badan Amil
Zakat di Kota Makassar.
2. Kegunaan
a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan
dan pengetahuan tentang pemberdayaan Amil Zakat yang professional
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
b. Bagi pihak lembaga, dapat menjadi masukan dalam pengembangan
pemberdayaan Amil Zakat.
c. Bagi penulis, sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang ingin
melakukan penelitian baik yang berkaitan dengan masaalah ini maupun
masalah yang lain yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat.
F. Garis-garis Besar Isi
Skripsi ini terdiri dari lima Bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa
garis-garis besar isi skripsi.
19Fakhruddin, Op. Cit, h. 143
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Sebagimana lazimnya dalam penulisan skripsi Bab I adalah pendahuluan
diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan
yang berhubungan dengan skripsi, diikuti dengan permasalahan yang berkaitan
dengan judul permasalahan dan disertai dengan pengertian kata-kata yang
terdapat dalam judul. Dalam bab ini pula diuraikan tujuan dan kegunaan
penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.
Selanjutnya pada Bab II menguraikan kajian pustaka yang meliputi kajian
tentang Pengertian zakat, dasar hukum zakat, tugas dan fungsi Amil Zakat,
orang-orang yang berhak menerima zakat dan manajemen Amil Zakat
Pada Bab III, penulis menguraikan penulisan yang digunakan dalam
skripsi ini, meliputi pemaparan populasi dan sampel penelitian, instrument
penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Pada Bab IV, memuat analisa dan hasil penelitian yang berdasarkan pada
permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisa dari berbagai buku
dalam bentuk library research dan field research.
Pada Bab V, memuat penutup dari seluruh rangkaian isi tulisan yang akan
diuraikan dalam kesimpulan hasil penelitian dan implementasi penelitian.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian zakat
1. Zakat menurut bahasa
Zakat menurut bahasa (etimologi; lughah) berarti berkah, bersih dan
berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, harta akan
bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadi hartanya tumbuh laksana
tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah
SWT kepada seorang muzaki.
2. Zakat menurut istilah
Zakat menurut terminologi atau istilah syariat Islam ialah sebagian harta
benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat
atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya dengan syarat-syarta tertentu.1
Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian
istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya
akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres
(baik).2
1Muh. Rifa’I, Ilmu Fiqhi Lengkap (Semarang: CV. Thoha Putra, 1978), h.346
2Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: CV. Gema Insani, 2002).
h. 7
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Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Ruum ayat 39 :
Terjemahannya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa
zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan
Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang
yang melipat gandakan hartanya.”3
3. Pengertian zakat menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut:
a. Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat adalah pemberian karena Allah,
agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim
dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus
terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara
apapun.
b. Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat adalah
mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah
mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila
3Departeman Agama., Op. Cit ., h. 647
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barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun,
untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
c. Para fuqaha Safi’i mengatakan zakat ialah harta tertentu yang dikeluarkan
dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal
itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan
dan kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat seperti ini ada tiga
macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian
diantara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja,
karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya,
selain populasinya sangan banyak.
Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya
merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain. Dan adapun
dari tanaman ialah makanan sehari-hari (qud), karena dengan qud inilah
kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi
bergantung pada qud inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah
semua yang biasa kita sebut “pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-
kebutuhan pokok tarap incame rendah.”
d. Dan menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan
dari suatu harta. 4
4Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi (Surabaya: CV. Putra
Media Nusantara, 2010), h. 1
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Sedangkan makna zakat secara syari’i adalah bagian tertentu dari harta
yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya
sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Zakat juga dimaknai sebagai
pembersihan jiwa, harta dan masyarakat.5 Allah SWT telah memerintahkan
zakat dalam kitab-Nya yang mulia, dengan firmannya dalam QS. Al-Baqarah
ayat 43 yang bunyinya :
Terjemahannya : “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah
bersama orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)6
Menurut hukum Islam, zakat adalah nama bagi sesuatu pengambilan
tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan
tertentu.
Sedangkan menurut undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang
muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.7
Dari beberapa pengertian zakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang dapat
5Husain Syahatan, Akuntansi Zakat, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004),h. 4
6Departemen Agama, Op. Cit., h. 16
7Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 7
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mensucikan, membersikan dirinya dari sifat kikir dan mementingkan dirinya
sendiri. Mereka akan sadar bahwa apa yang dikaruniakan Tuhan kepadanya
adalah haknya semata. Zakat juga dapat menyucikan mereka yang menerima
dari rasa iri dan kecemburuan terhadap orang yang berlebihan, dan orang kaya
itu adalah saudaranya yang seiman mengakui haknya atas apa yang
dikaruniakan kepadanya, dan karunianya ini mereka berniat menolong orang
yang kekurangan.
B. Dasar hukum zakat
Zakat diwajibkan bagi umat muslim karena mempunyai dasar hukum.
Dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an
a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Taubah (9) : 103
Terjemahannya  : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
18
(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.”8
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa penerimaan zakat dari orang
bayak dapat dikatakan sebagai suatu ibadah yang akan mensucikan mereka
dari kemurahan hatinya. Apabila harta yang dimiliki dibelanjakan untuk hal-
hal yang baik saja itu akan dapat menumbuhkan dan mensucikan masyarakat
dari keburukan.
b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 110
Terjemahannya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan
apa saja yang kamu usahakan dari dirimu, tentu kamu akan
mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah
Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”9
Dari penjelasan ayat itu dapat dipahami bahwa umat Islam
dinasehatkan secara tegas dalam Al-Qur’an bahwa apapun yang mereka
belanjakan untuk keridhaan Allah dalam bentuk zakat itu tidak sia-sia, tetapi
akan membuahkan hasil baik didunia maupun di akhirat.
8Departemen Agama, Op. Cit., h. 297
9Ibid., h. 30
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c. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Taubah (9) : 60
Terjemahannya : “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu’allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”10
d. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah(9): 34-35
10 Ibid., h. 288
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Terjemahannya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian
besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani
benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan
mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih”.
Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam,
lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung
mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk
dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa
yang kamu simpan itu”.11
Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang azab bagi orang-orang
yang tidak mengimpakkan emas dan perak yang dimilikinya melainkan
menimbungnya.
11Ibid., h. 283
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Selain disebutkan didalam ayat-ayat Al-Qur’an, zakat juga banyak
dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. yang diungkapkan didalam kitab-
kitab Hadist. Dengan demikian dapat dapat dipahami bahwa Sunnah
memandang Zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun Islam saja.
Melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur,
menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah
SWT.12
2. Hadist
a. Sabda Rasulullah,
َﺎﻗ ً ﺎﻀَْﯾأ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ْﻦَﻋ َﺪْﻨِﻋ ٌسُْﻮﻠُﺟ ُﻦَْﺤﻧ ﺎَﻤَﻨْﯿَﺑ : َل
 ٌﻞُﺟَر َﺎﻨَْﯿﻠَﻋ َﻊَﻠَط ِْذإ ٍمْﻮَﯾ َتَاذ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ِلْﻮُﺳَر
 َُﺮَﺛأ ِﮫَْﯿﻠَﻋ ىَُﺮﯾ َﻻ ،ِﺮْﻌﱠﺸﻟا ِداَﻮَﺳ ُﺪْﯾِﺪَﺷ ِبَﺎِّﯿﺜﻟا ِضَﺎﯿَﺑ ُﺪْﯾِﺪَﺷ
 ﱠﺘَﺣ ،ٌﺪََﺣأ ﺎﱠﻨِﻣ ُُﮫﻓِﺮَْﻌﯾ َﻻَو ،ِﺮَﻔﱠﺴﻟا ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ِّﻲﺒﱠﻨﻟا َﻰِﻟإ ََﺲﻠَﺟ ﻰ
 ِﮫَْﯾﺬَِﺨﻓ ﻰَﻠَﻋ ِﮫْﯿﱠﻔَﻛ َﻊَﺿَوَو ِﮫَْﯿَﺘﺒْﻛُر ﻰَِﻟإ ِﮫَْﯿﺘَﺒْﻛُر ََﺪﻨَْﺳَﺄﻓ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ
 ﷲ ﻰﻠﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلَﺎَﻘﻓ ،َِمﻼْﺳِْﻹا ِﻦَﻋ ﻲِﻧِْﺮﺒَْﺧأ ﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ َﺎﯾ :َلَﺎﻗَو
 َﻻ َْنأ َﺪَﮭَْﺸﺗ َْنأ َُمﻼِﺳِْﻹا : ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ًاﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﱠَنأَو ُﷲ ﱠِﻻإ ََﮫِﻟإ
 َنﺎَﻀَﻣَر َمْﻮَُﺼﺗَو ََةﺎﻛ ﱠﺰﻟا َﻲِﺗُْﺆﺗَو ََةﻼﱠﺼﻟا َﻢْﯿُِﻘﺗَو ِﷲ ُلْﻮُﺳَر
 َُﮫﻟ َﺎﻨْﺒَِﺠﻌَﻓ ،َﺖَْﻗﺪَﺻ : َلَﺎﻗ ًﻼْﯿِﺒَﺳ ِﮫَْﯿِﻟإ َﺖْﻌََﻄﺘْﺳا ِِنإ َﺖْﯿَﺒْﻟا ﱠﺞَُﺤﺗَو
12Ridwan Mas’ud dan Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pembayaran Ekonomi
Umat (Cet. I; yokyakarta: UII Press, 2005), h. 35
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 ْﺮِﺒَْﺧَﺄﻓ :َلَﺎﻗ ،ُُﮫﻗ ِّﺪَُﺼﯾَو ُُﮫَﻟﺄْﺴَﯾ ِ ِﺎﺑ َﻦِﻣُْﺆﺗ َْنأ : َلَﺎﻗ ِنﺎَﻤْﯾِْﻹا ِﻦَﻋ ِﻲﻧ
 ِهِﺮْﯿَﺧ َِرَﺪﻘْﻟِﺎﺑ َﻦِﻣُْﺆﺗَو ِﺮِﺧﻵا ِمْﻮَﯿْﻟاَو ِﮫِﻠُﺳُرَو ِﮫُِﺒﺘُﻛَو ِِﮫﺘَﻜَِﺋﻼَﻣَو
 َُﺪﺒَْﻌﺗ َْنأ :َلَﺎﻗ ،ِنﺎَﺴْﺣِْﻹا ِﻦَﻋ ﻲِﻧْﺮِﺒَْﺧَﺄﻓ َلَﺎﻗ ،َﺖَْﻗﺪَﺻ َلَﺎﻗ .ِه ِّﺮَﺷَو
 َﻓ ُهاََﺮﺗ َﻚﱠَﻧﺄَﻛ َﷲ ِﻦَﻋ ﻲِﻧْﺮِﺒَْﺧَﺄﻓ :َلَﺎﻗ . َكاََﺮﯾ ُﮫﱠِﻧَﺈﻓ ُهاََﺮﺗ ْﻦَُﻜﺗ َْﻢﻟ ِْنﺈ
 َلَﺎﻗ .ِِﻞﺋﺎﱠﺴﻟا َﻦِﻣ ََﻢﻠَْﻋِﺄﺑ ﺎَﮭْﻨَﻋ ُلْوُﺆْﺴَﻤْﻟا ﺎَﻣ :َلَﺎﻗ ،ِﺔَﻋﺎﱠﺴﻟا
 َةَﺎﻔُﺤْﻟا ىََﺮﺗ َْنأَو ﺎََﮭﺘﱠﺑَر ُﺔََﻣْﻷا َﺪَِﻠﺗ َْنأ َلَﺎﻗ ،ﺎَِﮭﺗاَرﺎََﻣأ ْﻦَﻋ ﻲِﻧْﺮِﺒَْﺧَﺄﻓ
 َةاَُﺮﻌْﻟا َﻖَﻠَﻄْﻧا ﱠُﻢﺛ ،ِنَﺎﯿُْﻨﺒْﻟا ﻲِﻓ َنُْﻮﻟَوﺎََﻄَﺘﯾ ِءﺎﱠﺸﻟا َءﺎَﻋِر ََﺔﻟَﺎﻌْﻟا
 ُﷲ : ُﺖُْﻠﻗ ؟ ِِﻞﺋﺎﱠﺴﻟا ِﻦَﻣ يِرَْﺪَﺗأ َﺮَﻤُﻋ َﺎﯾ : َلَﺎﻗ ﱠُﻢﺛ ،ﺎﯿِﻠَﻣ ُْﺖِﺜَﺒﻠَﻓ
 ْﻢُﻜَﻨْﯾِد ْﻢُﻜُﻤَِّﻠُﻌﯾ ْﻢُﻛَﺎـَﺗأ ُﻞْﯾِﺮْﺒِﺟ ُﮫﱠِﻧَﺈﻓ َلَﺎﻗ . ََﻢﻠَْﻋأ ُُﮫﻟْﻮُﺳَرَو. هاور]
[ﻢﻠﺴﻣ
Artinya: Dari Umar Radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-
duduk disisi Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam suatu hari tiba-
tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat
putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas
perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang
mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu
menempelkan kedua lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah
Shallallahu’alaihi wasallam) seraya berkata: “ Ya Muhammad,
beritahukan aku tentang Islam ?”, maka bersabdalah Rasulullah
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Shallallahu’alaihi wasallam : “ Islam adalah engkau bersaksi bahwa
tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi
Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat,
menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu “,
kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kami semua heran, dia yang
bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “
Beritahukan aku tentang Iman “. Lalu beliau bersabda: “ Engkau
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,
rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir
yang baik maupun yang buruk “, kemudian dia berkata: “ anda
benar“. Kemudian dia berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang ihsan
“. Lalu beliau bersabda: “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada
Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya
maka Dia melihat engkau” . Kemudian dia berkata: “ Beritahukan
aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda: “
Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya “. Dia berkata: “
Beritahukan aku tentang tanda-tandanya “, beliau bersabda: “ Jika
seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang
bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba,
(kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya “, kemudian
orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau
(Rasulullah) bertanya: “ Tahukah engkau siapa yang bertanya ?”. aku
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berkata: “ Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui “. Beliau bersabda:
“ Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud)
mengajarkan agama kalian “. (Riwayat Muslim)13
b. Sabda Rasulullah
 َلَﺎﻗ ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُ ﱠ َ  َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑِا ِﻦَﻋ: (  ﻰﻠﺻ ِ ﱠ َ  ُلﻮُﺳَر َضََﺮﻓ
 ِﺮْﻄِﻔَْﻟا َةﺎَﻛَز ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ,  ٍﺮَْﻤﺗ ْﻦِﻣ ﺎًﻋﺎَﺻ,  ْﻦِﻣ ﺎًﻋﺎَﺻ َْوأ
 ٍﺮﯿِﻌَﺷ:  ُﺤْﻟاَو ِﺪَْﺒﻌَْﻟا ﻰَﻠَﻋ ِّﺮ ,  ِﺮَﻛﱠﺬﻟاَو, َﻰﺜُْﻧْﻷاَو,  ِﺮﯿِﻐ ﱠﺼﻟاَو,
 ِﺮﯿِﺒَﻜْﻟاَو,  َﻦﯿِﻤِﻠْﺴُﻤَْﻟا َﻦِﻣ,  ِسﺎﱠﻨَﻟا ِجوُﺮُﺧ َﻞَْﺒﻗ ىﱠدَُﺆﺗ َْنأ ﺎَِﮭﺑ َﺮََﻣأَو
 ِةَﻼ ﱠﺼَﻟا ﻰَﻟِإ) ﮫَْﯿﻠَﻋ ٌَﻖﻔﱠﺘُﻣ
Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah
Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu
sho’ kurma atau satu sho’ sya’ir atas seorang hamba, orang
merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang
islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-
orang keluar menunaikan sholat Ied”. Muttafaq Alaihi.14
13Arba’in An Nawawii, 2007
14 Fajar Luthfi Anwari, 2011
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Dengan adanya dasar hukum itu, terlihat jelas bahwa pentingnya
kewajiban membayar zakat, sampai-sampai setiap Al-Qur’an dan hadist selalu
menyinggung perintah untuk mendirikan shalat dan dibarengi dengan perintah
membayar zakat bagi orang yang mampu sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
Apabila ia tidak mengeluarkan zakat sedangkan ia mampu maka ia akan
mendapat siksa di akhirat dan didunia. Di akhirat dia akan mendapatkan siksaan
yang pedih dan apapun siksaan didunia yang akan diterima oleh orang yang
enggan mengeluarkan zakat dan meremehkannya ialah bahwa harta itu diambil,
dia akan dicela, dipandang sebagai orang yang memiliki utang harta, dan
setengah hartanya akan diambil oleh hakim secara paksa.15 Oleh karena itu, zakat
harus dikeluarkan bagi mereka yang mampu demi untuk menolong orang yang
kekurangan.
C. Tugas dan fungsi amil zakat
Secara konsep tugas-tugas amil adalah: pertama, melakukan pendataan
muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, penagih, mengumpulkan, dan
menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian
menyusun penyelenggaraan system administratif dan manajerial dana zakat yang
terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta
mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutukan, dan menentukan
15Wahbah Az-Zulhally, Zakat Kajian Berbagai Mazhab (Cet. 3; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,1997)h. 91
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kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik dan menerima dana
zakat.16
Al-Qur’an membenarkan, bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat,
sebab kalau amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti
pendataan wajib pajak yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, saudagar, dan
kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.
Para amil mengingatkan para wajib pajak, seperti petani pada waktu
panen dan bidang-bidang lain, karena ada kemungkinan para wajib zakat tidak
mengerti dan ada pula kemungkinan karena kikir.
Para amil juga mendata siapa-siapa yang wajib menerima zakat
dilingkungannya tempat bertugas secara teliti, agar jangan sampai terjadi, para
mustahik tidak menerima zakat dan sebaliknya yang tidak berhak menerimanya.
Ketelitian dalam pendataan ini amat penting, sebab ada kemungkinan ada orang
yang sengsara hidupnya, tetapi dia tidak mau memperlihatkan kesengsaraan
hidupnya kepada orang lain.17
Seorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan-
persyaratan:
16Arief Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2006) h, 195
17Ali Hasan, Op. Cit., h. 96
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1. Seorang muslim, karena ia mengurus zakat yang berhubungan dengan kaum
muslimin, tetapi ada pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkut
barang yang tidak langsung berhubungan dan bagian zakat itu.
2. Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya kemudian harus
bertanggun jawab dan mempertanggun jawbkan tugasnya itu.
3. Seorang yang jujur, karena dia menerima amanat harta kaum muslimin,
jangan sampai disalah gunakan.
4. Seseorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai
kepada pelaksanaanya.
5. Seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi kalau
amil itu benar-benar difungsikan.
6. Seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama. Menurut saya memang
tepat, karena pekerjaan itu berat dan lebih pantas dikerjakan oleh seorang
laki-laki.18
D. Orang-orang yang berhak menerima zakat
Tidak semua orang berhak menerima zakat/sedekah, tapi ada beberapa
jenis orang atau golongan yang telah ditentukan oleh Allah yang boleh atau
berhak menerima zakat/sedekah itu, bahkan mereka dibolehkan meminta haknya
18Ibid, h. 97
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bila mana orang yang berhak membayarnya tidak memberikannya, apakah
disebabkan mereka tidak tahu atau lupa.19
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Taubah (9) : 60 yang berbunyi :
Terjemahannya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, amilin, para muallaf, untuk
memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk
Jalan Allah, dan ibnu sabil, sebagai sesuatu ketetapan Allah;
dan jalan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.20
Dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara terperinci criteria masing-
masing penerima zakat. Untuk dapat mengetahui kriteria tersebut dapat diikuti
pendapat para ulama empat madzhab dibawah ini.
19Zainal Arifin Djamanis, Islam Aqidah & Syariah II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1990)h. 171
20Departemen Agama, Op. Cit.,  h. 288
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1. Madzhab Hanafi
a. Fakir
Orang yang mempunyai harta kurang dari nisab atau mempunyai
senisab atau lebih tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
b. Miskin
Orang yang tidak mempunyai harta sedikit pun.
c. Amil
Orang yang ditunjuk untuk mengambil dan mengurus zakat.
d. Muallaf
Mereka tidak diberi zakat lagi, sejak masa khalifah pertama.
e. Hamba
Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh
menebus dirinya baik dengan uang maupun dengan harta lainnya.
f. Gharim
Orang yang mempunyai hutang, sedang hitungan hartanya diluar
hutang , tidak sampai senisabnya, dia diberi zakat untuk membayar
hutangnya.
g. Sabilillah
Balatentara untuk berperang pada jalan Allah SWT.
h. Ibnu sabil (musafir)
Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, orang ini diberi
zakat sekadar hajatnya.
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2. Madzhab Maliki
a. Fakir
Orang yang mempunyai harta, akan tetapi hartanya tidak mencukupi
untuk memenuhi kebutuhannya dalam masa satu tahun, orang yang
penghasilannaya dapat mencukupi kebutuhannya tidak diberi zakat, orang
yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya,
diberi  zakat sekedar kebutuhannya.
b. Miskin
Orang yang tidak mempunyai harta sedikit pun.
c. Amil
Pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat dan sebagainya, yang
bekerja untuk kepentingan zakat, syarat menjadi amil adalah harus adil
dan mengetahui segala hukum yang berhubungan dengan zakat.
Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang
telah ditugaskan oleh pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat. Kata
Amilun yang artinya pengumpul bisa mencakup semua pegawai yang
turut mengelola akan sumber dana zakat, pengumpulan, pekerja, pembagi,
distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya yang bersangkutan dalam
mengelola manajemen dan administrasi dana zakat. Mereka ini berhak
mendapatkan gaji dari dana zakat yang terkumpul, tanpa melihat kondisi
keuangan atau kekayaan mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana
zakat tersebut. Penetapan gaji para pengelola selayaknya ditentukan
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menurut volume zakat yang terkumpul, berupa persen (%) dari
jumlahnya. Dengan ketentuan akan meningkatkan upaya para pengelola
dalam mengoptimalkan penarikan dana zakat.21
d. Muallaf
Sebagian mengatakan orang kafir yang ada harapan untuk masuk
Islam, sebagian yang lain mengatakan orang islam yang baru memeluk
agama Islam.
Dalam pengertian luas muallaf tidak hanya merujuk kepada orang
yang baru masuk Islam. Golongan muallaf antara lain:
1. Orang yang baru memeluk Islam. Pemberian zakat kepada mereka
merupakan sebentuk perhatian dan dukungan dari kaum muslim
lainnya.
2. Orang non muslim yang berpengaruh dalam masyarakat dan
diharapkan ke Islamannya. Tujuan pemberian zakat bagi mereka
adalah agar mereka masuk Islam. Dengan demikian, ia dapat
mempengaruhi warga masyarakat disekitarnya untuk memeluk Islam.
3. Orang yang dikhawatirkan kelakuan atau niat jahatnya berakibat
buruk bagi kaum muslimin. Tujuan pemberian zakat bagi orang lain
adalah agar dia mengurungkan niat jahatnya.
4. Tokoh muslim yang mempunyai pengaruh terhadap sahabat-
sahabatnya yang kafir. Tujuan pemberian zakat bagi orang ini adalah
21Ridwan Mas’ud dan Muhammad, Op. Cit., h. 57
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agar simpati muncul dari teman-temannya yang kafir sehingga
mereka memeluk Islam.22
Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka muallaf dapat dikatakan
sebagai orang-orang yang baru masuk Islam yang diharapkan
mendapatkan keteguhan hati serta mendapatkan pertolongan dari bantuan
zakat tersebut.
e. Hamba
Hamba muslim yang diberi dengan uang penghasilan zakat dan
dimerdekakan.
f. Gharim
Orang yang berhutang sedang hartanya tidak mencukupi untuk
membayar hutangnya. Hutangnya dibayar dengan zakat apabila dia
berutang bukan untuk sesuatu yang jahat (fasad).
g. Sabilillah
Balatentara dan mata-mata. Juga harus untuk membeli senjata atau
peralatan peperangan pada jalan Allah.
h. Ibnu sabil (musafir)
Orang yang dalam perjalanan, dia butuh bekal untuk biaya pulang
kenegerinya, dengan syarat perjalanannya tersebut bukan untuk maksiat.
22 Mamluatul Maghfirah, Op. Cit., h. 32
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3. Madzhab Hambali
a. Fakir
Orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang
dari seperdua kebutuhannya.
b. Miskin
Orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih
tetapi tidak mencukupi.
c. Amil
Pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya.
d. Muallaf
Orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya sedang dia ada
harapan untuk masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam
yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang
lain masuk Islam karena pengaruhnya.
e. Hamba
Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya
dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya tersebut, ia diberi zakat
sekedar untuk menebus dirinya.
f. Gharim
Ada dua macam: 1. Orang yang berhutang untuk mendamaikan
orang lain yang berselisih. 2. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri
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pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah taubat, ia diberi
zakat sekedar hutangnya.
g. Sabilillah
Balatentara yang tidak dapat gaji dari pinjaman (Pemerintah).
h. Ibnu sabil (musafir)
Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk
maksiat. Musafir diberi sekedar untuk biaya untuk pulang.
4. Madzhab Syafi’i
a. Fakir
Orang yang tidak mempunyai harta, dan usaha atau mempunyai
harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada
orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
b. Miskin
Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua
kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud
dengan kecukupan, yaitu cukup menurut umur biasa 62 tahun, maka yang
bisa mencukupi dalam masa tersebut dinamakan “kaya” tidak boleh diberi
zakat, hal ini dinamakan kaya dengan harta, adapun kaya dengan usaha;
seperti orang yang mempunyai penghasilan tertentu tiap hari atau tiap
bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila
pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu ia boleh
menerima zakat. Adanya rumah yang didiami, perkakas rumah tangga,
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pakaian dan lain-lain yang perlu dipakai tiap hari tidak terhitung sebagai
kekayaan, tetapi tidak menghalanginya dari keadaan yang tergolong fakir
dan miskin.
c. Amil
Semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak
mendapatkan upah selain dari zakat itu.
d. Muallaf
Ada empat macam:
1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita
beranggapan kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya masuk
Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat,
kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada dibawah
pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
e. Hamba
Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus
dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebus dirinya.
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f. Gharim
Ada tiga macam:
1. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang
berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.
2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada
keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah
taubat, dia diberi zakat kalau tidak mampu untuk membayar hutang
tersebut.
3. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain sedang dia
dan yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang itu, dia diberi
zakat sekedar untuk membayar hutangnya.
g. Sabilillah
Balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang
dia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta
yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara.
Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk
masuk kemedang peperangan seperti belanja, membeli senjata, dan alat
peperangan lainnya.23
Itulah kedelapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai
dengan ketentuan oleh Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an Surah At-
Taubah ayat 60 yang telah disebutkan sebelumnya. Kedelapan kelompok
23 Ismail Nawawi. Op Cit., h. 68
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ini memiliki cangkupan yang sangat luas, serta meliputi hampir semua
bentuk keselamatan sosial umat. Namun yang paling utama menerima
zakat adalah orang-orang yang telah mencoba untuk memperoleh mata
pencaharian tapi gagal memperolehnya untuk memenuhi hidupnya, dan
mereka dalam keadaan miskin.24
E. Manajemen Zakat
Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang
lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan
sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Dengan demikian
yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat yang utama adalah untuk
memperoleh suatu tehnik   yang baik dan tepat, mempermudah dan mempercepat
proses pencapaian tujuan secara efektif dan efesien.
Adapun fungsi manajemen zakat yaitu:
1. Fungsi planning atau perencanaan
Merupakan mempersiapkan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai
tujuan, didalam suatu perencanaan terkandung perumusan dari persoalan
tentang apa-apa yang akan dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, mengapa
mesti diusahakan, bilamana dan dimana diselenggarakan dan oleh siapa
kegiatan tersebut dilaksanakan.
24Ridwan Mas’ud dan Muhammad, Op.Cit., h, 59
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2. Fungsi organisasi
Ada dua perbedaan pengertian dari organisasi yaitu organisasi sebagai
athe tool of management dan organisasi sebagai fungsi of management,
organisasi sebagai tool (sarana) manajemen hanyalah merupakan wadah
tempat berlangsungnya kegiatan bisa berbentuk struktur tetapi juga bisa
berbentuk kepanitiaan.
Organisasi sebagai wadah menentukan bentuk manajemen dan
memungkinkan untuk bergerak. Yang bergerak adalah isinya yaitu
manajemen itu sendiri. Sedangkan organisasi yang berbentuk manajemen
bersifat dinamis/bergerak sebab merupakan kegiatan-kegiatan didalam batas
wadah dimana kegiatan itu berada.
Dengan demikian organisasi diperlukan pada Badan Amil Zakat
(BAZ) dalam rangka kerjasama. Karena kerjasama lebih dari satu pihak yang
berkepentingan diperlukan adanya pembagian kerja, penentuan wewenang
siapa-siapa yang harus memimpin dan dipimpin, cara-cara kerja agar tidak
terjadi tumpang tindih.
3. Penggerakan
Untuk menyelenggarakan fungsi penggerakan atas orang-orang itu
pejabat pimpinan pada Badan Amil Zakat (BAZ) harus memiliki kelebihan-
kelebihan atas bawahannya baik dalam hal kecakapan, ketekunan, keuletan,
pengalaman maupun keadilan. Apabila tidak demikian halnya maka sulitlah
bagiannya untuk mendapatkan goodwill dan kepercayaan dari bawahannya
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hal mana menyebabkan tidak adanya pengikutan dari bawahan, karena tidak
dapat diikuti dan tidak ditaati oleh yang dipimpinnya. Hal seperti ini
mengakibatkan gagalnya suatu penggerakan pada Badan Amil Zakat (BAZ).
Agar seorang pemimpin dapat berhasil dalam suatu penggerakan maka
seorang pemimpin harus:
a. Seni memimpin atau menggerakkan orang-orang. Hal itu dapat dipenuhi
dengan suatu cara dan sikap yang baik dalam penyampaian pengaruh dan
perintah-perintah dalam usaha bersama guna mencapai tujuan bersama.
b. Sarana-sarana yang sesuai dengan tugas kewajiban orang-orang yang
bersangkutan. Walaupun tenaga-tenaga pimpinan sudah dianggap
memenuhi persyaratan apabila sarananya tidak memadai maka hasil
pekerjaannya juga tidak akan maksimal sebagaimana yang diharapkan
dan hal semacam itu tentu saja juga akan merugikan.
4. Controlling atau pengawasan
Yang dimaksud dengan pengawasan adalah meliputi penelitian,
pengendalian pengamatan dan pemeriksaan. Tujuan daripada pengawasan
ialah untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kerjasama itu dapat
diselenggarakan, apakah pelaksanaan kegiatannya itu sesuai dengan
perencanaannya atau tidak. Dengan kata lain pengawasan adalah usaha
pencocokan antara perencanaan dengan pelaksanaanya. Jadi bukan sekedar
mencari kekurangan atau mencari kesalahan atas sesuatu pelaksanaan, hal
yang demikian bersifat destruktif dan tidak membangun. Pengawasan harus
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disertai dengan usaha perbaikan sehubungan dengan kegiatan manajemen.
Kesalahan atau penyimpangan yang telah terlihat harus segera diusahakan
perbaikannya dan diarahkan kembali kepada yang semestinya.
Selain daripada itu suatu pengawasan bertujuan pula:
a. Mengetahui adanya kesulitan, kelemahan-kelemahan, kekurangan yang
dihadapi para pelaksana disebabkan oleh satu dan lain hal yang tidak
menentu.
b. Mengetahui efektifitas daripada pelaksanaan tugas.
c. Mencari jalan keluar apabila dijumpai kesulitan
Oleh karena itu pengawasan itu adalah suatu usaha pencocokan antara
rencana dengan pelaksanaan dan hasilnya harus segera diambil langkah yang
perlu sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu juga untuk mencegah
meluasnya perbuatan yang menyimpang dan pemborosan.25
Jadi manajemen sangat berperan penting dalam suatu lembaga baik
pada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun pada lembaga lainnya, karena
manajemen merupakan proses dalam perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan atau penggerakan dan pengentrolan terhadap penggunaan
sumber daya dalam mencapai tujuan.
25Departeman Agama RI., Op. Cit., h. 19
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ)
Kota Makasssar  dan lokasi ini menjadi tempat penelitian penulis dengan
pertimbangan bahwa tempat ini penulis akan lebih mudah memperoleh data yang
akurat karena di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar akan
mengambil data-data tentang pemberdayaan Amil Zakat dan untuk mengetahui
sejauh manakah peranan Amil Zakat dalam pengembangan zakat di Kota
Makassar.
B. Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu :
1. Jenis data
a. Data Kualitatif, adalah data yang diperoleh mengenai upaya
pemberdayaan amil zakat yang professional pada Badan Amil Zakat.
b. Data Kuantitatif, adalah data yang diperoleh berupa angka-angka yang
berhubungan dengan penilitian ini.
2. Sumber data
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan
mengadakan wawancara dan observasi langsung pada lembaga sebagai
objek penelitian.
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b. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari informasi dalam daftar
pustaka, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan
hanya orang, tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga
bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi
meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek
itu.1
Menurut Iqbal Hasan populasi (universe) adalah totalitas dari semua
obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap
yang akan diteliti (bahan penelitian). Obyek atau nilai disebut unit analisis
atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil
produksi, rumah tangga dan tanah pertanian.2
Berdasarkan uraian beberapa definisi populasi diatas penulis dapat
memahami bahwa populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti
1Sugiono. Metodologi Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R dan D. (Cet. 16,
Bandung: Alfabeta, 2003). h. 90
2Ikbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif). (Cet. V. Jakarta: Bumi
Aksara). h. 84
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dengan segala karakteristik yang dimilikinya. Dalam hal ini populasi yang
akan diteliti oleh penulis adalah Amil Zakat (karyawan) pada Badan Amil
Zakat Kota Makassar
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan
waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari itu.3
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara
tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang
dianggap bisa mewakili populasi.4
Sehubungan dengan penelitian ini, bila populasi besar dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena pertimbangan
waktu, tenaga dan keterbatasan dana maka peneliti membatasi populasi
dengan menggunakan sampling jenuh yaitu tehnik penentuan sampel bila
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel
dimaksud untuk mereduksi objek penelitian sebagai akibat jumlah populasi,
sehingga harus meneliti sebagian dari populasi dan penelitian bermaksud
mengadakan generalisasi dari hasil-hasil penelitian.
3Sugiono. Op Cit. h. 91
4Ikbal Hasan. Op Cit. h. 84
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Oleh karena itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah para
karyawan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassaar, khususnya yang aktif
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar. Adapun jumlah sampel dalam
penelitian ini sebanyak 20 orang.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data yang
bersumber dari data perpustakaan serta data yang bersumber dari lokasi
penelitian dengan kata lain, bahwa data yang dibutuhkan adalah teori yang
bersumber dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pokok
masalah yang nantinya didukung oleh kenyataan yang terdapat pada lokasi
penelitian oleh karena itu, pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara
sebagai berikut :
1. Riset kepustakaan (library research) adalah suatu metode pengumpulan data
dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Setelah literatur-literatur dibaca dan
dianalisis kemudian dikutip dengan beberapa teknik kutipan antara lain :
a. Kutipan langsung, yaitu mengutip pendapat dari berbagai tulisan dengan
tidak merubah redaksinya maupun maknanya.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat dari berbagai tulisan
dengan merubah redaksinya, namun tidak mengurangi arti dan maknanya.
Selain pengumpulan data dengan menggunakan riset
keperpustakaan, maka penulis akan menggunakan data lapangan (field
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research) yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengamati gejala-gejala
yang terjadi dilokasi penelitian guna memperoleh data-data kongkrit yang
ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.
2. Riset lapangan (field research) adalah metode pengumpulan data yang
dilakukan pada lokasi (objek penelitian) secara langsung.
Dalam pengumpulan data melalui metode riset lapangan, penulis
menggunakan teknik sebagai berikut :
a. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh
gambaran yang jelas mengenai upaya pemberdayaan Amil Zakat pada
Badan Amil Zakat Kota Makassar.
b. Wawancara, adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang
bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang
analisis dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara
dengan amil zakat kota Makassar atau pihak yang berkepentingan dalam
penelitian ini pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
1. Wawancara terstruktur, adalah teknik pengumpulan data, bila peneliti
telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh.
2. Wawancara tidak struktur, adalah wawancara yang bebas, dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis.
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c. Membuat angket atau kuisioner untuk para pengurus Badan Amil Zakat
(BAZ) Kota Makassar.
d. Dokumentasi teknik pengumpulan data dengan cara mencatat sumber-
sumber informasi tertulis maupun tidak tertulis baik itu berupa
dokumen-dokumen tertulis berupa buku-buku atau arsip-arsip sebagai
sumber data.
E. Instrument Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap
fenomena sosial maupun alam. Alat ukur dalam penelitian biasa dinamakan
instrument penelitian. Jadi instrument penelitian adalah suatu alat yang
digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara
spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.5
Dalam melihat permasalahan dan aspek yang hendak diteliti dalam
penelitian ini, maka peneliti menggunakan instrument penelitian berupa pedoman
wawancara dan kuesioner. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan amil Zakat
yang professional maka penulis menggunakan analisis persentase (%). Data yang
diperoleh melalui angket dianalisis dengan menggunakan uji distribusi dengan
rumus sebagai berikut.6
5Sugiono, Metodologi Research (Cet. XXI; Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 78
6Ibid., h. 50
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Keterangan:
P = Angket Persentase
F = Frekuensi
N = Jumlah Responden
Dalam skripsi ini P dapat dimaknai sebagai objek informasi yang ingin
diketahi besarnya, F adalah subyek/responden yang memiliki jawaban berdasarkan
pertanyaan angket, N adalah jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian
ini.
F. Metode Pendekatan
Untuk menjelaskan perspektif yang digunakan penulis dalam membahas objek
penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah:
a. Metode pendekatan syar’i adalah metode yang menggunakan hukum Islam.
b. Metode pendekatan yuridis adalah metode yang menggunakan seperangkat
teori dan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data atau teknik penelitian merupakan salah satu langkah penting
dalam rangka memperoleh hasil penelitian. Setelah memperoleh data-data dan
informasi dari hasil pengumpulan data yang dilakukan telah rampung terkumpul,
kemudian data tersebut siap dikelolah. Data yang diperoleh tersebut akan
menentukan kita kearah temuan ilmiah, bila diolah dengan teknik-teknik yang
tetap.
Persentase
P= F / N X 100%
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Pada dasarnya data yang dibutuhkan dalam pembahasan, data pun hanya
bersifat kualitatif yang bersifat komentar tafsiran terhadap data yang telah
diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka statistik.
Adapun metode analisis yang penulis gunakan untuk memperoleh data
yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Metode induktif adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan dari hal
yang bersifat khusus ke umum. Dalam metode ini di landaskan pada
pengetahuan-pengetahuan yang khusus, kemudian merangkaikan faktor-
faktor itu menjadi suatu pemecahannya yang bersifat umum.
2. Metode deduktif adalah metode yang menganalisis data yang bersifat umum,
dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian mengambil kesimpulan yang
bersifat khusus.
Setelah penulis mengemukakan metode pengumpulan data melalui riset
keperpustakaan dan riset lapangan, maka penulis akan menganalisis data yang
menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif menghendaki
penegasan teknis analisis dengan interprestasi data, dalam hal ini teknik analisis
mencakup reduksi data yang telah dikumpulkan dengan melalui dari realitas yang
bersifat khusus kemudian dianalisis secara cermat berdasarkan pemahaman,
pengamatan dan interprestasi kemudian mengambil suatu kesimpulan yang
bersifat umum, kemudian, berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir dengan
menyelidiki hal-hal antara lain peristiwa yang sifatnya umum untuk memperoleh
kesimpulan khusus.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Singkat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis mengadakan
penelitian dilembaga yang terkait, dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) kota
Makassar.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Katjong Tahir
SH, selaku bendahara Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar mengemukakan
bahwa dalam membayar zakat mempunyai arti positif, dan mengatakan bahwa
dalam membayar zakat dijelaskan dalam QS. Az-zariyat ayat 19. Arti positif
yang dimaksud  yaitu:
1. Melaksanakan rukun Islam (kepatuhan).
2. Zakat membersihkan diri dari harta.
3. Zakat menyempurnakan shalat, puasa, haji, agama dan jihad.
4. Zakat cerminan keikhlasan.
5. Memperoleh petunjuk dari Allah SWT.
6. Zakat sebagian rasa solidaritas (kaya dan miskin), dan
7. Membangun persaudaraan dengan saudara-saudara seagama.
Dan Bapak H. Katjong Tahir SH, juga menjelaskan tentang gambaran
singkat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar yang meliputi:
a. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KOTA MAKASSAR
NOMOR : 451.1.12.05/381/KEP/IV/2009/PERIODE 2009-20121
DEWAN BADAN KOMISI
PERTIMBANGAN PELAKSANA PENGAWAS
KETUA SEKRETARIS
KETUA
Drs. H. Abd. Latief
Jusuf
H. Abd. Wahab, SH.,
MH. KETUA
Drs. A.G.H.
Muhammad Ahmad BENDAHARA WAKIL KETUA I
WAKIL
SEKRETARIS I Drs. H. Jafar Sodding
WAKIL KETUA H. Katjong Tahir, SH.
H. Abd. Wahid, SH.,
MH.
H. Abd. Aziz Bennu,
S.Ag. WAKIL KETUA
Dr. H. Burhanuddin,
M.Si. WAKIL KETUA II
WAKIL
SEKRETARIS II Drs. H. Hamsiar
Prof. Dr. H.
Arifuddin Achmad,
M.Ag.
Syahrul Mubarak, SE.,
MM.
SEKRETARIS SEKRETARIS
Drs. KH. Alwiuddin,
M.Ag. Drs. Jamil
WAKIL
SEKRETARIS
WAKIL
SEKRETARIS
Drs. Muh. Qasim,
M.Pd.
Drs. H. Mustamin Umar,
MM
ANGGOTA ANGGOTA
1. Drs. Muh.
Kasim
1. Drs. KH. Abd.
Muttalib
2. Drs. KH.
Jalaluddin Sanusi
2. Dr. H. Abd. Kadir
Achmad, MS.
3. KH. Abu Naim
Sanre, BA. 3. Drs. H.M. Amin Sikki
4. Drs. H.M. Yunus
HJ.
4. Erwin Safruddin, S.
STP., M.Si.
5. Drs. H.M. Alwi
Nawawi
5. H. Arifuddin Lewa,
SH.I
KEPALA DEVISI
PENGUMPULAN
KEPALA DEVISI
PENDISTRIBUSIAN
KEPALA DEVISI
PENDAYAGUNAAN
KEPALA DEVISI
PENGEMBANGAN
Drs. H. Isman
Nurdin, MH. Drs. Mukhlis Chalid
Prof. Dr. H. Mustari
Bosrah, MA.
Prof. Dr. H.M. Ali
Parman, MA.
ANGGOTA ANGGOTA
STAFF
SEKRETARIAT ANGGOTA ANGGOTA
1. Muhyiddin, SE.,
MM. 1. Drs. H.M. Arief B. Miswar
1. Drs. Syahruddin
Yasen, MM.
1. Drs. Abd. Rahim
Razaq, M.Pd.
2. Drs. H. Junaid
Shahib, M.Ag.
2. Dahlan Lamabawa,
S.Ag., M.Ag. Syamsuriyadi 2. H. Syahruddin, S.Sos.
2. Muhammad Syahrir
B., SE.
3. H. Mahyuddin,
SH. 3. H. Lukman Hakim 3. Sri Surya, SE. 3. H. Basri Nahir, S.S.os.
4. Junaidi,
SE.I.
4. Darmawati,
SE.
4. Drs. H.M. Dahlan
Yaring
STAFF-STAFF STAFF-STAFF STAFF-STAFF STAFF-STAFF
1Struktur Organisasi Badan Amil zakat (BAZ), diambil 27 juli 2011 di Badan Amil Zakat
(BAZ) Kota Makassar
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b. Nama-Nama Para Amil Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
No Nama No Nama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Drs. H. Abd. Latief Jusuf
H. Abd. Wahid, SH., MH
Prof. Dr. H. Arifuddin Achmad,
M.Ag.
H. Abd. Wahab, SH., MH
H. Abd. Aziz Bennu, S.Ag
Syahrul Mubarak, SE., MM
H. Katjong Tahir, SH
Drs. A.G.H. Muhammad Ahmad
Drs. H. Jafar Sodding
Dr. H. Burhanuddin, M.Si
Drs. H. Hamsiar
Drs. KH. Alwiuddin, M.Ag
Drs. Jamil
Drs. Muh. Qasim, M.Pd
Drs. H. Mustamin Umar, MM
Drs. Muh. Kasim
Drs. KH. Jalaluddin Sanusi
KH. Abu Naim Sanre, BA
Drs. H.M. Yunus HJ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Erwin Safruddin, S. STP., M.Si
H. Arifuddin Lewa, SH.I
Drs. H. Isman Nurdin, MH
Drs. Mukhlis Chalid
Prof. Dr. H. Mustari Bosrah, MA
Prof. Dr. H.M. Ali Parman, MA
Muhyiddin, SE., MM
Drs. H. Junaid Shahib, M.Ag
H. Mahyuddin, SH
Junaidi, SE.I
Drs. H.M. Arief B
Dahlan Lamabawa, S.Ag., M.Ag
H. Lukman Hakim
Darmawati, SE
Drs. Syahruddin Yasen, MM
H. Syahruddin, S.Sos
Sri Surya, SE
Drs. H.M. Dahlan Yaring
Drs. Abd. Rahim Razaq, M.Pd
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20
21
22
23
Drs. H.M. Alwi Nawawi
Drs. KH. Abd. Muttalib
Dr. H. Abd. Kadir Achmad, MS
Drs. H.M. Amin Sikki
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44
45
46
Muhammad Syahrir B., SE
H. Basri Nahir, S.Sos
Miswar
Syamsuriyadi
Sumber : Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar, diambil 27 juli 2011.
c. Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)
Yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah badan yang
di bentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah
yang bertugas dalam hal pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yakni
pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan zakat, infak dan
shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan agama.
Menurut Bapak Dr. H. Burhanuddin, M.Si dari wakil ketua Dewan
Pertimbangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar mengatakan bahwa
Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan suatu lembaga atau organisasi yang
dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah
dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksana Undang-Undang No. 38
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
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d. Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ)
Sebagai pelaksana perda zakat, BAZ berfungsi merumuskan tentang
tata cara pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta melaksanakan
tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan
shadaqah (ZIS) berdasarkan syariat islam. Selain itu Badan Amil Zakat
(BAZ) juga berfungsi memiliki pengembangan ekonomi umat pada
umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi masyarakat berekonomi
lemah dengan program yang produktif. Badan Amil Zakat telah banyak
melakukan upaya untuk membangun umat dengan jalan memberdayakan
potensi warga kota ekonomi lemah dan potensi dana zakat yang tersedia
sebagai ikhtiar untuk membebaskan warga kota yang berekonomi lemah dari
belenggu kemiskinan.
e. Tugas Badan Amil Zakat (BAZ)
Tugas Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu:
1. Menghimpun zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dari masyarakat Islam
yang wajib zakat.
2. Menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) kepada yang berhak
menerima, seperti fakir miskin dan golongan lainnya sebagaimana yang
telah ditentukan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60.
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f. Dasar Hukum Badan Amil Zakat (BAZ)
Dasar hukum yang terdapat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota
Makassar yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat.
3. Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2007 tentang pembentukan susunan
organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
g. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
1. Visi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar yaitu terwujudnya
masyarakat sadar zakat dan terciptanya Amil yang professional,
transparan dan bertanggun jawab sesuai dengan syariat Islam.
2. Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar yaitu:
a. Mewujudkan masyarakat sadar zakat, infaq dan shadaqah.
b. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah serta
mendayagunakan ZIS.
c. Mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan
masyarakat.2
2H. Katjong Tahir, SH., Bendahara Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar, Wawancara
oleh peneliti di BAZ, 22 Juli 2011
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B. Peranan Amil Zakat Dalam Pengembangan Zakat Pada Badan Amil Zakat
(BAZ) Di Kota Makassar
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Kadjong Tahir, SH
mengemukakan bahwa Amil Zakat sangat berperan penting dalam
mengembangkan zakat. Sebagaimana fungsi amil mencakup:
a. Motivator dan mengembangkan sikap bekerja sesuai potensi
b. Mustahiq memperoleh kesejahteraan spiritual, material dan sosial
c. Amil berperan mengembangkan etika kerja mustahiq
d. Amil berperan menciptakan kemandirian spiritual
e. Amil berperan mengembangkan kualitas mustahiq dari sisi teologis, social,
dan kultural.
Fungsi amil yang disebutkan diatas, menunjukkan bahwa amil tidak
sekedar membagikan zakat seperti yang dikemukakan diatas, tetapi memiliki
otoritas untuk mengembangkan masyarakat kearah pencapaian kesejahteraan
baik melalui instrument material, social dan spiritual. Amat sulit mencapai
kesejahteraan dengan tiga instrument ini, jika amil tidak melakukan kebijakan-
kebijakan yang terkait dengan manajemen pendayagunaan zakat.
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Junaedi
S.EI sebagai Amil Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
mengatakan bahwa amil zakat sangat berperan penting dalam mengembangkan
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zakat. Sebagaimana dalam mengelola zakat para Amil Zakat diatur oleh Undang-
Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Perda Nomor 5 tahun 2006, yang bertujuan
untuk:
a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai
dengan tuntutan agama
b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan Amil Zakat dalam
pengembangan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar, peneliti membuat
angket yang berisi beberapa pertanyaan untuk muzakki atau pegawai dalam
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
Adapun angket yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:
1. Amil zakat sangat berperan penting dalam pengembangan zakat pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar? Jawaban disajikan dalam bentuk table
frekuensi sebagai berikut:
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Tabel 1.1
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 15 75
2 Kurang setuju 3 15
3 Tidak setuju 2 10
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa 15 orang atau 75 % responden
yang menyatakan setuju jika dikatakan bahwa amil zakat sangat berperan
penting dalam pengembangan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota
Makassar, dan 3 orang atau 15 % menyatakan kurang setuju jika dikatakan
bahwa amil zakat sangat berperan penting dalam pengembangan zakat pada
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar, sedangkan 2 orang atau 10%
menyatakan tidak setuju jika dikatakan bahwa amil zakat sangat berperan
penting dalam pengembangan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota
Makassar.
Dan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Junaedi, SE.i selaku
staf pada Badan Amil Zakat (BAZ)mengatakan bahwa:
“para amil zakat sangat berperan penting dalam pengembangan zakat,
infaq, dan shadaqah (ZIS) karena para amil melakukan sosialisasi
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zakat pada masyarakat umum sehingga para masyarakat tertarik
untuk membayar zakat, dan penyaluran yang sesuai dengan sasaran.”
2. Amil Zakat atau panitia pengumpul zakat diatur oleh Undang-Undang No. 38
Tahun 1999, dan PERDA No. 5 Tahun 2006. Hal ini disajikan dalam tabel
frekuensi sebagai berikut:
Tabel 1.2
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 18 90
2 Kurang setuju 2 10
3 Tidak setuju 0 0
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa 18 orang atau 90 % responden
yang menyatakan setuju jika dikatakan kalau Amil Zakat atau pengelola
Zakat diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan PERDA No. 5
Tahun 2006. dan 2 orang atau 10 % menyatakan kurang setuju jika dikatakan
kalau Amil Zakat atau pengelola Zakat diatur oleh Undang-Undang No. 38
Tahun 1999 dan PERDA No. 5 Tahun 2006.
3. Sebagai pelaksana amil zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ)
mendistribusikan zakat kepada mustahiq agar dapat dimanfaatkan untuk usaha
yang produktif. Hal ini disajikan dalam table frekuensi sebagai berikut :
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Tabel 1.3
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 17 85
2 Kurang setuju 2 10
3 Tidak setuju 1 5
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa 17 orang atau 85% responden
setuju jika dikatakan bahwa sebagai pelaksana amil zakat pada Badan Amil
Zakat (BAZ) mendistribusikan zakat kepada mustahiq agar dapat
dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, dan 2 orang atau 10% responden
menyatakan kurang setuju jika dikatakan bahwa sebagai pelaksana amil
zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) mendistribusikan zakat kepada
mustahiq agar dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Sementara
hanya 1 orang atau 5 % yang menyatakan tidak setuju jika dikatakan bahwa
sebagai pelaksana amil zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ)
mendistribusikan zakat kepada mustahiq agar dapat dimanfaatkan untuk
usaha yang produktif.
4. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengembangan zakat pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar: Jawaban disajikan dalam bentuk tabel
frekuensi sebagai berikut.
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Tabel 1.4
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 17 85
2 Kurang setuju 2 10
3 Tidak setuju 1 5
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan table 1.4 terlihat bahwa 17 orang atau 85 % responden
menyatakan setuju jika dikatakan terdapat faktor-faktor penghambat dalam
pengembangan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar. dan 2
orang atau 10 % responden yang mengatakan kurang setuju apabila dikatakan
bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengembangan zakat pada
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar. Sedangkan 1 orang atau 5 %
responden menyatakan tidak setuju jika dikatakan bahwa terdapat faktor-faktor
penghambat dalam pengembangan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ)
Kota Makassar.
5. Dalam pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan dua amanah yaitu
amanah syariat dan amanah Undang-Undang. Hal ini disajikan dalam tabel
frekuensi sebagai berikut:
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Tabel 1.5
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 18 90
2 Kurang setuju 2 10
3 Tidak setuju 0 0
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa 18 orang atau 90 % responden
yang menyatakan setuju jika dikatakan bahwa dalam pengelolaan zakat
harus dilaksanakan berdasarkan dua amanah yaitu amanah syariat dan
amanah Undang-Undang, dan 2 orang atau 10 % responden yang
menyatakan kurang setuju apabila dikatakan bahwa dalam pengelolaan zakat
zakat harus dilaksanakan berdasarkan dua amanah yaitu amanah syariat dan
amanah Undang-Undang.
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C. Upaya Pemberdayaan Amil Zakat Menjadi Amil Yang Professional Pada
Badan Amil Zakat Kota Makassar
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Jafar
Sodding selaku ketua atau kepala Komisi Pengawas mengemukakan bahwa
upaya pemberdayaan amil zakat yang profesional pada Badan Amil Zakat (BAZ)
Kota Makassar adalah:
1. Memberikan pelatihan atau pengembangan sumberdaya manusia melalui
diklat.
2. Transparansi keuangan (penerimaan dan penyaluran) ataupun pemberian
gaji.
Dan terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan
Amil Zakat, seperti:
1. Sumberdaya manusia (Amil) belum professional (tidak full time)
2. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar zakat.
Dalam upaya pemberdayaan amil zakat, terdapat beberapa pemberdayaan
zakat, seperti:
1. Potensi zakat sebagai sebuah pilar ekonomi,
Dimana potensi zakat sebagai sebuah pilar ekonomi juga terbagi atas
beberapa bagian:
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a. Potensi lapangan kerja
b. Potensi peningkatan pendapatan
c. Potensi pengembangan industry kecil
2. Zakat sebagai salah satu alternatif pemberdayaan umat
Zakat sebagai salah satu alternative pemberdayaan umat, terbagi atas
beberapa bagian:
a. Peningkatan sumber daya manusia
b. Perbaikan kesejahteraan umat
c. Peningkatan taraf hidup3
Selain itu Bapak Drs. H. jafar sodding juga mengatakan bahwa dalam
pengelolaan zakat para Amil harus mempunyai prinsip amanah, professional,
transfaransi dan bertanggun jawab.4
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemberdayaan amil zakat yang
professional pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar, maka peneliti
membuat angket yang berisi beberapa pertanyaan untuk para Amil Zakat yang
bekerja di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
Adapun pertanyaan dalam angket yang peneliti maksud adalah sebagai
berikut:
3Standarisasi Manajemen Zakat., Op. Cit., h. 11
4Drs. H. Jafar Sodding, Kepala Komisi Pengawas Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar,
Wawancara oleh peneliti di BAZ, 25 Juli 2011
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1. Terdapat  upaya pemberdayaan Amil Zakat menjadi Amil yang professional
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar. Hal ini disajikan dalam tabel
frekuensi sebagai berikut:
Tabel 1.6
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 20 100
2 Kurang setuju 0 10
3 Tidak setuju 0 0
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.6 terlihat bahwa dari keseluruhan responden yang
ada 20 orang atau 100 % responden menyatakan setuju jika dikatakan bahwa
terdapat upaya pemberdayaan Amil Zakat menjadi amil yang professional
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
2. Dalam pemberdayaan amil zakat, maka para amil berperan penting dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ)
Kota Makassar. Hal ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi sebagai
berikut:
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Tabel 1.7
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 17 85
2 Kurang setuju 2 10
3 Tidak setuju 1 5
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.7 terlihat bahwa 17 orang atau 85 % responden
menyatakan setuju jika dikatakan bahwa dalam pemberdayaan amil zakat,
maka para amil berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan
zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar, dan 2 orang atau 10 %
responden menyatakan kurang setuju jika dikatakan bahwa dalam
pemberdayaan amil zakat, maka para amil berperan penting dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ)
Kota Makassar. Sementara hanya 1 orang atau 5 % responden yang
menyatakan tidak setuju jika dikatakan bahwa dalam pemberdayaan amil
zakat, maka para amil berperan penting dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan amil Zakat pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar. Hal ini disajikan dalam bentuk tabel
frekuensi sebagai berikut:
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Tabel 1.8
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 16 80
2 Kurang setuju 3 15
3 Tidak setuju 1 5
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.8 terlihat bahwa 16 orang atau 80 % responden
menyatakan setuju jika dikatakan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat
dalam pemberdayaan amil Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota
makassar, dan 3 orang atau 15 % responden menyatakan kurang setuju jika
dikatakan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan
amil Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota makassar. Sementara hanya
1 orang atau 5 % responden yang menyatakan tidak setuju jika dikatakan
bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan amil Zakat
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota makassar.
4. Dengan pemberdayaan amil Zakat, berarti Badan Amil Zakat (BAZ) juga
semakin meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Hal ini disajikan
dalam tabel frekuensi sebagai berikut:
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Tabel 1.9
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 17 85
2 Kurang setuju 3 15
3 Tidak setuju 0 0
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.9 terlihat bahwa 17 orang atau 85 % responden
menyatakan setuju jika dikatakan bahwa dengan pemberdayaan amil Zakat,
berarti Badan Amil Zakat (BAZ)  juga semakin meningkatkan hasil guna dan
daya guna zakat, dan 3 orang atau 15 % menyatakan kurang setuju jika
dikatakan bahwa dengan pemberdayaan Amil Zakat, berarti Badan Amil
Zakat juga  juga semakin meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
5. Pemberdayaan Amil Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
sudah optimal. Hal ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi sebagai
berikut:
68
Tabel 1.10
No Jawaban Frekuensi (orang) Persentase (%)
1 Setuju 18 90
2 Kurang setuju 2 10
3 Tidak setuju 0 0
Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer setelah dikelolah, 2011.
Berdasarkan tabel 1.10 terlihat bahwa 18 orang atau 90 % responden
menyatakan setuju jika dikatakan pemberdayaan Amil Zakat pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar sudah optimal, dan 2 orang atau 10 %
mengatakan kurang setuju jika dikatakan pemberdayaan Amil Zakat pada
Badan Amil Zakat (BAZ) di kota Makassar sudah optimal.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka penulis dapat
menyimpulkan beberapa hal sebagai brrikut:
1. Peranan Amil Zakat dalam pengembangan Zakat di Kota Makassar sudah
optimal. Sebagaimana para Amil Zakat berperan penting dalam pengelolaan
maupun dalam penyaluran zakat kepada para mustahik, dan berlandaskan
pada Al-Qur’an, Hadist dan Undang-Undang.
2. Dengan Pemberdayaan Amil Zakat menjadi Amil yang professional pada
Badan Amil Zakat Kota Makassar berarti Badan Amil Zakat juga semakin
berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar, karena
dengan memberdayakan Amil Zakat maka semakin berkualitas pula orang-
orang yang mengelola zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
B. Saran
Sebagai kontribusi yang berdaya guna, adapun saran yang penulis
kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar sangat memiliki peranan penting
dikalangan masyarakat khususnya yang berekonomi lemah, maka
diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dana umat
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sebagai amanah yang harus dipertanggun jawabkan sebagai khalifah dimuka
bumi.
2. Para Amil zakat juga diharapkan supaya dalam pengelolaan maupun
penyaluran zakat supaya lebih trasparan.
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PEDOMAN WAWANCARA
Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Alamat :
1. Bagaimana sistem pemberdayaan amil zakat yang professional pada Badan Amil
Zakat (BAZ) Kota Makassar?
2. Bagaimana peran amil zakat dalam pengembangan zakat di Kota Makassar?
3. Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan yang dianut oleh para amil zakat agar
pemberdayaan Badan Amil Zakat dapat optimal?
4. Apakah amil zakat  berperan penting dalam mengembangkan zakat pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar? Kemukakan alasannya!
5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan Amil
Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar?
KUISIONER RESPONDEN
Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Alamat :
A. Pilihlah jawaban yang paling benar menurut anda
B. Daftar pertanyaan-pertanyaan :
1. Amil zakat sangat berperan penting dalam pengembangan zakat pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
2. Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No. 38 tahun1999 dan
PERDA No. 5 tahun 2006.
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
3. Sebagai pelaksana amil zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ)
mendistribusikan zakat kepada mustahiq agar dapat dimanfaatkan untuk
usaha yang produktif.
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
4. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengembangan zakat pada Badan
Amil Zakat (BAZ).
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
5. Dalam pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan dua amanah yaitu
amanah syariat dan amanah Undang-Undang.
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
6. Upaya pemberdayaan Amil Zakat menjadi Amil yang professional pada
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
7. Faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan amil Zakat pada Badan Amil
Zakat (BAZ) Kota Makassar
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
8. Dengan pemberdayaan amil Zakat, berarti Badan Amil Zakat (BAZ) juga
semakin meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
9. Pemberdayaan Amil Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar
sudah optimal
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
10. Dalam pemberdayaan amil zakat, maka para amil berperan penting dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.
a. Setuju
b. Kurang setuju
c. Tidak setuju
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